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DAFTAR INFORMAS| PUBLIK

NOD OPD , NAMA DOKLIMEN
1 Sakretariat OFRD " a. Mekanisme pattisipasi bl Ltk menilaiyf
Kahupaten Pati mengusulkan/mernber masukan rancangan paratursn, bahwa !

1. Sasuwal dengan Peraturan Tata Tertik DPRD Momor 1 Tahur
2014 sebagaimana taiah baherapa kalt diubah terakhir dengar
Peraturan Tala tertib DPRD Kabupater Peii Momor 1 Tahur
2017 Pagal 92 ayat :

! (] Rancargsn perda deapst berasal dart DPRD atau Bupati.
{2} Rancargan perda yang berasal dari DPRD atau bupati
disertal penizlzsan atau ketersngan danfatay naskah
akaddemik, .
[3] Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digjukan berdasarkan propemperda.
Dalam Pasal 93 ayat -

f1} Rancangan perda yang berasal dart DPRD dapat diajukan
¢leh anggota OPRD, kamisi, gabungan <omisi, atau Badan
Legislasi Daerah.

{?) Rancangan perda yang diajukan oleh anggsta DFRD,
komisi, gabungan komisi, atau Badan Legiclasi Daerah
sebagiimana dimaksud pada ayst (1] disampatksn secara
tertyts kepada pimplnan DPRD disertal deng2n penjelasah
atau keterangan danfatov naskah akacemik, daftar nama
dan tandgatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok
oleh sekretariat DPRO.

{3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
oleh pirplnan DFAD disarmnpaikan kepada Badan Legislasi
Daerah untuk dilskukan pengkajian.

(4} Pimpiran DPRD menyampaikan has#t pengkafian Badan
Legistasi Daerah =ebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dalam rapat pariptirna DPRD.

(5} Rancangan peraturan daersh yang telah dikaji oleh Badan
Leglsiasi Daeah sehagaimana dimaksud pada ayat 4]
disampalkan oleh Pimpinan DPFRD kepada semua angrota
DPAD paling lambat ¥ [tujub} kari sebelurm rapat paripurna
OFRD.

{6} Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksd pada
aynt (5): .

2. pengusul memberikan penjelasan;

e

pandangan; dan

b. fraksi dan anggota {PAD lainnya memberikan °

I



. pengusul memberlkan jawaban atas pandangan fraksi
dan anggota DPRD lainnya.

{7} Rapat paripuma DFRD memutuskar wsul rancangan

peraturan daerzh sebagaimanz dimaksud pada ayat (2),
berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau

c. penolakan.

(8) Dalem hal persetujuan dengan pangubahan, DFRD
menugasi  komisi, gabungan kommisi, Badan Legislasi
Daerah, atau panitis khusus umtuk menyempumakan
raRcangan perds tersabut,

(8] Kancangan perda vyang telh disiapkan oleh DPRD
| disampalican dengan surat pimpinan DPAD kepada bupati.

2. Sedangkan partisipasi publik untuk e nilaiy
rmangusulkan/member masukan rancangan peraturan daarah
adalah ketika rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD
yeng sudah disetujui sebagal raperda prakarsa dalam rapat
paripurrma DPRD dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku
maka kegiatan publlk hearing atau masukkan dari stake hoider
terkait raperda dapat cilaksanakan dengan ketentuan anggaran
untuk keglatan tersebut tersedia dan sudah disetujul dalam
APBD tabun berjafan. Usul stake holder terkait raperda vang
akan dibahas oleh DFRD tersebut akan ditampung sebagai
bahan masukkan, pertimbangan untuk pembahasan ditingkat
sefanjutnya,

B, Audlensi dengan Tokoh Agama / Tokok Masyarakat

f

Keterangan: Sumber Peraturan Tata tertib DPRD Kab.Pati Nomer 1 Tahun 2014 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertlk DPRD Nomor 1 Tahun 2017,

Pit.Sekretads DPRD Kab.Patl
Kepala Bagian Keuangan
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